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ABSTRAK 

Kreditor dapat meminta pembatalan rencana perdamaian yang telah 

diratifikasi dalam sidang homologasi apabila debitor wanprestasi. Jika pembatalan 

perjanjian homologasi tersebut disetujui maka secara mutatis mutandis debitor 

dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah: (1) Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan 

pembatalan perjanjian homologasi dalam perkara nomor 3/Pdt.Sus-Pembatalan 

Homologasi/2022/PN.Niaga Semarang Jo Nomor 1/Pdt.Sus-

PKPU/2021/PN.Niaga Semarang? (2) Bagaimana konsekuensi yuridis 

diterimanya putusan hakim berdasarkan  perkara nomor 3/Pdt.Sus-Pembatalan 

Homologasi/2022/PN.Niaga Semarang Jo Nomor 1/Pdt.Sus-

PKPU/2021/PN.Niaga Semarang? Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Teknik 

pengumpulan data studi kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini  menyatakan 

bahwa (1) Hakim dalam memberikan putusan pernyataan pailit tidak 

mempertimbangankan keadaan solvent dari debitor. Hakim hanya 

mempertimbangkan terpenuhinya syarat pailit dalam Pasal 2 ayat (1) dikaitkan 

dengan pembuktian sederhana dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU. 

Penjatuhan pailit seharusnya dijadikan sebagai upaya terakhir (ultimum 

remedium), dan seharusnya hanya dapat diberikan kepada debitor yang sudah 

insolvent sesuai dengan asas solvabilitas yang termuat dalam Penjelasan Umum 

UU Kepailitan dan PKPU. (2) Konsekuensi yuridis putusan pernyataan pailit 

termuat dalam Pasal 21-64 UU Kepailitan dan PKPU. Putusan pernyataan pailit 

berakibat pada hilangnya hak debitor pailit untuk mengurus dan menguasai harta 

kekayaannya. Saran dari penelitian ini menyatakan bahwa (1) Dalam menjatuhkan 

putusan pailit seharusnya hakim tidak hanya berpedoman kepada peraturan 

perundang-undangan yang bersangkutan, tetapi juga terhadap sumber hukum tidak 

tertulis lainnya yang dijadikan dasar dalam mengadili suatu perkara. (2) 

Pengurusan dan pemberesan boedel pailit dilakukan oleh Kurator di bawah 

pengawasan Hakim Pengawas berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU. 
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